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ABSTRAK

EVALUASI KINERJA DALAM PENGANGGARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH DAN/ATAU
BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN KARIMUN
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Syafrianto
syafrianto.ut.s2@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Kata kunci : Evaluasi Kinerja, Penganggaran dan Pertanggungjawaban

Evaluasi kinerja merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh
pimpinan suatu organisasi dalam upaya meningkatkan kedisiplian kerja individu-
individu yang ada di dalamnya. Evaluasi kinerja pegawai akan memberikan
dampak kepada pegawai itu sendiri maupun organisasi. semakin tinggi tingkat
kedisiplinan pegawai akan semakin tinggi pula produktivitas suatu organisasi.
schingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan akan tercapai. Evaluasi kinerja
adalah metode dan proses untuk menilai pelaksanaan tugas orang-orang atau
karyawan dalam unit kerja organisasi dengan menggunakan kriteria tertentu sesuai
dengan standar yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan tertentu. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi kinerja pegawai dilingkungan
Sekretariat  Daerah  Kabupaten  Karimun dalam  penganggaran  dan
pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial dalam upaya
akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
deskriptif dengan melakukan wawancara, dimana evaluasi kinerja menjadi
variabel yang terdiri dan indikator penganggaran dan pertanggungjawaban.
Adapun respondennya adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dan
Penerima hibah dan/atau bantuan sosial yang bersedia menjadi informan yang
merupakan orang-orang yang bersentuhan dengan seluruh proses penganggaran
dan pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
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BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.  Gambaran umum daerah

Pada bab ini penulis akan membahas tentang hasil dan pembahasan
penelitian, dimana penulis akan membahas tentang gambaran umum Kabupaten
Karimun dan gambaran umum Sekreatariat Daerah Kabupaten Karimun yang
menjadi lingkup penelitian dilakukan. Selanjutnya juga membahas tentang apa
yang menjadi hasil dari penelitian yang telah dilakukan terkait mekanisme
penganggaran dan pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial di
Kabupaten Karimun.

1. Gambaran umum Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun bagian dari Provinsi Kepulauan Riau merupakan
sebuah kabupaten kepulauan yang memiliki 250 buah pulau, dimana semua
pulau sudah bernama dan hanya sebanyak 57 pulau yang sudah berpenghuni.
[Luas wilayah Kabupaten Karimun mencapai 7.984 Km? dengan luas perairan
memiliki persentase jauh lebih besar (80,91%) dibanding luas daratan (19,09%)
yang terdin dari 12 Kecamatan, 29 kelurahan, dan 42 desa.

Wilayah Kabupaten Karimun terbentang antara 00° 24” 36” LU sampai 01°
13 127 LU dan 103° 13° 127 BT sampai 104° 00 36” BT dengan lautan
mencakup wilayah sepanjang 4 mil laut dari garis pantai dan Zona Ekonomi
Fksklusif (ZEE). Kabupaten Karimun berada di antara Kota Batam, Propinsi Riau,
Singapura dan Malaysia. Hal ini menjadikan Karimun sebagai tempat yang

sangat strategis terutama untuk kegiatan perckonomian. Kabupaten Karimun

N
(9]
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berdasarkan aspek geostrategisnya merupakan salah satu dari empat kabupaten
yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas.
dimana tiga lainnya adalah Batam, Bintan da
2. Pemerintahan

Terbentuknya Kabupaten Karimun berdasarkan Undang-undang Nomor 53

tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembantukan
aten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabhu
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota

Batam. Pada saat terbentuk, Kabupaten Karimun hanya terdini dan 3 kecamatan.

Kemudian pada tahun 2013, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
No.12/2007, wilayah Kabupaten Karimun kembali mengalami pemekaran menjadi
12 (dua belas) kecamatan. Keduabelas kecamatan tersebut yakm Kecamatan

Moro, Kecamatan Durai, Kecamatan Kundur, Kecamatan Ungar (pemekaran dari

Kecamatan Kundur), Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Belat (pemekaran dari

Kecamatan Buru, Kecamatan Meral, Kecamatan Meral Barat (pemekaran darn

Kecamatan Meral) dan Kecamatan Tebing.
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Pada tahun 2014, setelah mengalami pemekaran wilayah, jumlah desa dan
kelurahan yang ada di Kabupaten Karimun sebanyak 71 desa/kelurahan. Terdiri

atas 42 daerah berstatus desa dar

x ; (3

¢
i
{
5
a
[4
[
¢
2
¢
¢
2
¢
’
L4

keseluruhan adalah sebanyak 392 RK/RW dan 1.086 RT. Tujuan pemekaran

daerah Kabupaten Karimun merupakan suatu upaya untuk mendekatkan

akan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan

diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan maupun tantangan yang muncul

dalam masyarakat.

3.Visi dan Misi Kabupaten Karimun

-
a. Vic
a, vk

Terbentuknya Kabupaten Karimun tentu dibarengi visi dan misi yang

hendak dicapai masyarakat Karimun melalui perpanjangan tangan pemerintah.

cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah, ke mana dan
bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan

dapat eksis, antisipatif, inovatif serta

tersebut, Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun sebagai berikut:

"Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Yang Efektif dan Efisien Dalam

Dalam Mendukung Visi dan Misi Kabupaten Karimun Tahun 2025”
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Makna visi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun menyadari, agar

penyelenggaraan pemerintahan dapat bergerak ke arah pencapaian Visi
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 2025, maka profesionalisme
aparatur di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun mulai
dart Kecamatan/Kelurahan/Desa mutlak di

2. Pengelolaan administrasi pemerintahan harus diselenggarakan secara

profesional, yaitu memprioritaskan pengetahuan (knowledge). keahlian

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal, akuntabel, dan

kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan administrasi

pemprinmhnn harus dilakukan secara tertib

prosedur, dan mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku.
b. Misi
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah

dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu
anisast itu ada, apa vang dilakukannya, dan

bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau

dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah

pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran
instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemenntahan. Misi sebagai bentuk

operasional dari visi secara tegas menjabarkan tentan

g ana 8 n
....... vis: SCL& 1<) j58ivi 0y LGED LGy GRS hap w ¥V [e34

dihasilkan oleh suatu unit kerja serta sasaran apa yang inginkan melalui kualitas
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kerja yang didasarkan dari sikap responsifitas atas tuntutan dan aspirasi yang

berkembang secara dinamis. Guna mewujudkan visi Sekretariat Daerah

1. Meletakkan nilai-nilai agama sebagai penggerak pembangunan menuju

terbentuknya “Good Governance”

2. Memaksimalkan kualitas sumber daya manusia

3. Memaksimalkan “Public Service” menuju pelayanan prima.

4. Tujuan

Tujuan merupakan suvatu target yang ditetapkan dan hendak dicapal oleh

organisasi dalam kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dalam hal ini tujuan

masing masing unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

[ MISI TUJUAN

iva LV w S

PERTAMA 1.1 | Peningkatan kehidupan beragama dalam upaya
mewujudkan  akhiak  yang muiia  dalam
kerangka keimanan dan ketakwaan kepada
] tuhan yang maha esa ) » )
KEDUA 2.1 | Meningkatkan  peran  perempuan  dalam
kesetaraan gender dan pembangunan serta
kesejahteraan dan perlindungan anak

2.2 | Mewujudkan sumber daya manusia yang
berwawasan global.

KETIGA 3.1 | mewyudkan supremast hukum dan membuka
partisipasi masyarakat yang dapat menjamin
kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas
dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan

3.2 | Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan
berwibawa melalui perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan

pengawasan, dengan prinsip  transparansi,
akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi
3.3 | Peningkatan infrastruktur pemerintahan
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Merupakan hasil yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah dalam kurun

waktu vang lebih pendek dari tujuan

J

dengan satu tahun anggaran. Sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah

Kabupaten Karimun dalam hal ini adalah masing-masing unit kerja otonom

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan sumber daya
manusia yang berwawasan global

|

1. Meningkatnya Kualitas sumber daya
manusia aparatur Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Aparatur Daerah

menjunjung  tinggi  supremasi
hukum dan membuka partisipasi
masyarakat yang dapat menjamin
kelancaran, keserasian dan
keterpaduan tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan

Menciptakan tata pemerintahan
vang bersth dan berwibawa
melalui perencanaan,
pengorganisasian,  pelaksanaan,
dan pengawasan, dengan prinsip
transparansi, akuntabilitas,
efektivitas, dan efisiensi

Peningkatan infrastruktur
pemerintahan

1. Meningkatnya Ketersediaan infrastruktur

1. Meningkatnya Kualitas perundangan

MNaaaal
Lracirail

2. Meningkatnya Kualitas Hukum adat

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan
pengendalian pembangunan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Meningkatnya tata pemerintahan daerah

SN

moeninalka no yolalann 10N
AAJ\Alulbx\ouJ a pyligviviaan AL uaugaii

Daerah

informasi
2. Meningkatnya sarana dan prasarana
aparatur

6. Strukutur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Karimun

Struktur merupakan suatu pola dan kelompok pekerjaan dalam suatu

anisasi. sehingga akan mudah bagi individu maupun kelompok dalam suatu

struktur untuk memahami apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukan
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sesuatu dan dengan siapa seseorang bekerja. Struktur organisasi Sekretariat
Daerah sebagai perangkat daerah yang secara organisatoris bertanggungjawab
kepada Kepala Daerah dan membantu Kep

roda pemerintahan di Kabupaten Karimun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2011

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, struktur organisasi Sekretariat

Daerah Kabupaten Karimun terdin dari:

= Sub B
» Sub. Bagian Bina Kecamatan, Kelurahan dan Desa;

» Sub. Bagian Pertanahan.

o)
o
)

= Sub. Bagian Protokol, Informasi dan Komunikasi;

» Sub. Bagian Aplikasi dan Pengolahan Data;

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan:

= Sub Bagian Sosial dan Kemasyarakatan;

* Sub Bagian keagamaan.
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» Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
1. Bagian Perekonomian:
* Sub Bagian Sarana omiar
* Sub. Bagian Bina Produksi Dacrah;
» Sub. Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah.

2. Bagian Pembangunan:

= Sub Bagian Pengendalian, Pembinaan dan Pelaporan;

= Sub. Bagian Bina Fisik dan Prasarana.

1. Bagian Umum :

» Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;

* Sub Bagian Kepegawaian Setda.

2. Bagian Perlengkapan :

= Sub. Bagian Pengadaan Barang;
* Sub. Pendistribusian dan Aset Daerah.
3. Bagian Keuangan:

= Sub. Bagian Anggaran;

» Sub. Bagian Pembukuan.
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4. Bagian Hukum dan Organisasi Tata l.aksana, terdirl dari:
= Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan Dokumentasi Hukum;
» Sub Bagian Bantuan, Penyuluhan Hukum dan HAM.

Berikut adalah struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011.
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BAGAN 4.1. SOT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

KABUPATEN KARIMUN NOMOR . S TAHUN 2011
TANGGAL : 27 Qktoher 2011
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B. Pelaksanaan penganggaran dan pertanggungjawaban belanja hibah

dan/atau bantuan sosial

1. Pelaksanaan penganggaran

Pemberian hibah dan bantuan sosial bagi masyarakat dapat dilakukan dengan
melihat kemampuan keuangan daerah. Apabila keuangan daerah tidak
memungkinkan untuk memberikan bantuan hibah dan bantuan sosial, maka hal ini
tidak bisa dipaksakan. Pemerintah Kabupaten Karimun masih tergolong mampu
untuk memberikan bantuan belanja hibah dan bantuan sosial. Hal ini terlihat dari
alokasi penganggarannya setiap tahun yang terus meningkat walaupun tidak
signifikan. Sebagaimana pada tahun 2015 anggaran belanja hibah yang
dialokasikan ~ Pemerintah  Kabupaten Karimun dalam APBD  sebesar
Rp.89.636.967.250,00 untuk belanja hibah dan Rp.11.471.800.000,00 untuk
belanja bantuan sosial. Jika ditotal keduanya menjadi Rp.101.108.767.250,00.

Dalam melaksanakan proses penganggaran, Pemerintah Kabupaten Karimun
sudah menerapkannya sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan untuk
penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang berpedoman kepada
Permendagri Nomor 32 tahun 2011. Hal ini sangat perlu dilakukan agar
tercapainya proses penganggaran yang akuntabel dengan memperhatikan fungsi
anggaran yang ada yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.

Proses pengaanggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun pada
umumnya berlangsung selama 2 ' (dua setengah) tahun dengan urutan sebagai

berikut:
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a. Penyusunan dan Penetapan Anggaran (1 tahun sebelum tahun anggaran
berkenaan)
Tahapan penyusunan anggaran terdiri dari pengumpulan aspirasi
masyarakat melalui musrenbang. Proses penyusunan kegiatan oleh satuan
kerja perangkat daerah sampai dengan penyiapan draft usulan APBD
diserahkan oleh kepala daerah (pihak eksekutif) kepada DPRD (pihak
legislatit) untuk dibahas dan disetujui bersama.
Dalam proses penyusunan anggaran yang memeriukan waktu beberapa
bulan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak Eksekutif
yang beranggotakan unsur-unsur dari Sekretariat Daerah, BAPPEDA
dan BPKD mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting.
Walaupun masyarakat dimintai pendapatnya dalam proses penentuan
prioritas program namun pada akhirnya proses penyusunan program
dilakukan secara tertutup di masing-masing satuan kerja (SKPD).
Penetapan anggaran merupakan tahapan yang dimulai ketika pihak
eksekutif menyerahkan usulan anggaran kepada pihak legislatif. Pada
umumnya proses ini ditandai dengan pidato dari kepala daerah
(Bupati/Walikota) di hadapan anggota DPRD. Selanjutnya DPRD akan
melakukan pembahasan untuk beberapa waktu. Selama masa pembahasan
akan terjadi diskusi antara pihak Panitia Anggaran Legislatif dengan Tim
Anggaran Eksekutif dimana pada kesempatan int pihak legislatif
berkesempatan untuk menanyakan dasar-dasar kebijakan eksekutif dalam

membahas usulan anggaran tersebut.
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b. Pelaksanaan Anggaran (1 tahun saat tahun anggaran berjalan)

Tahapan pelaksanaan anggaran dimulai sejak APBD disahkan melalui
peraturan daerah pada setiap akhir tahun sebelum tahun anggaran baru
dimulai. Tahapan pelaksanaan berlangsung selama 1 (satu) tahun
terhitung mulai awal tahun anggaran baru pada bulan Januari setiap
tahunnya. Tahapan Pelaksanaan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab
pihak eksekutif melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah.

c. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (setengah tahun).
Tahapan ini mencakup antara penyiapan laporan Semester pertama dan
laporan tahunan termasuk penelaahan atas pelaksanaan anggaran untuk
waktu satu tahun anggaran yang bersangkutan. Tahapan pemeriksaan
terdiri dari pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah
dan BPKP (untuk pembelanjaan yang mengunakan APBN), serta
pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam bentuk diagram siklus anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

adalah sebagai berikut:

Diagram 4.1
Siklus Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

1. Penyusunan I ’ 2. Pelaksanaan

dan Penectapan Anggaran
Anggaran (ltahun)

(1 tahun)

3. Pertanggung-
jawaban
Pelaksanaan
APBD (1/2 th)
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Ada satu yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun

dalam proses penganggaran hibah dan bantuan sosial. Yaitu masih belum
dibuatkannya regulasi secara baik melalui peraturan kep
turunan dan peraturan diatasnya yang mengatur tentang proses dan mekanisme
penganggaran dan pertanggungjawabannya dalam upaya akuntabilitas laporan
roses verifikasi yang

matang, dan masih menggunakan prinsip kedekatan. Proses penganggarannya

tidak proporsional dan tidak memperhatikan azas mantaat yang terkandung dalam

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah

Kabupaten Karimun, diakui bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun belum

o menoatur tentano mekanigme
........... peraturan  kepal dacrah vyang mengatur tentang mekanmisme

penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial. Hal ini dikarenakan masih
banyaknya masyarakat yang mengajukan proposal hibah dan bantuan sosial disaat
rekan daftar penerima hibah sudah man diserahkan ke kenala daerah untuk
ditetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa
yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan
daerah tentang APRD dan
2. Tugas pokok dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terutama pada pasal 1 butir 9

Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan

LA (S 3810 U3 £45 314

bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah



4308%pdf

bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh

ugas menyiapkan serta melaksanakan

kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri

dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan

menyusun  kebijakan  dan  mengkoordinasikan  penyelenggaraan  urusan

pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan

Keuangan Daerah, dan pasal 6 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentano o o oaimana dinbah terakhir
tentang | man 1Q an Keunangan h caimmana diubah terakhir

dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Bahwa Sekretaris Daerah bertindak

selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pagal 5 avat (4) mempunvai tu
Pasal > ayat (4) nyat t

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah:

d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

(@)
—
ol
w
N
o

keuangan daerah; dan
f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

nelaksanaan APBD.
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Berikut alur proses pemberian belanja hibah dan bantuan sosial yang sudah

diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun seperti terlihat pada gambar 4.2.

PROSES PEMBERIAN HIBAH

USULAN
TERTULIS

EVALUAST

DBAFEASBERSANIA DRAFEASBERIAMIA

PERSETUJUAN
BERSAMA

PERSETUJUAN
BERSANMA

'PERKDH APBD S
LAMPIRAN 1

e KEP KDH
(NAMA2 PENERIMA}

. DOKUMEN
PENCAIRAN HIBAH - TRANSEER

Gambar 4.2 Siklus penganggaran hibah dan bantuan sosial di
Kabupaten Karimun

Pemerintah Kabupaten Karimun sudah menerapkan proses penganggaran
dan pemberian hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Namun Tim Anggaran Pemerintah Daerah

masih belum menyiapkan peraturan kepala daerah yang menjadi acuan dalam

pengelolaan pemberian hibah dengan memperhatikan azas rasionalitas dan azas

proposal bantuan hibah dan/atau bantuan sosial yang dianggap tidak terlalu urgen,

tapi tetap dibantu dan nilai nominalnya pun sampai 80% dari nilai nominal
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sosial yang dianggap urgen, namun malah dibantu 50% bahkan kurang dari 50%
dari nilai nominal pengajuan yang dicantumkan dalam proposal tersebut. Hal ini

tentu ki ata masyarakat, karena mekanisme penganggarannya dinilai

...................... e Gl

§
&
oot
-3
4]
¢}
=
7
&
3

masih belum memperhatikan azas kepatutan, azas rasionalitas dan azas manfaat.

Hal ini sesual dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Kepala Bagian

memang masih adanya penganggaran bantuan hibah dan bantuan sosial yang

tanpa dilakukan proses verifikasi terlebih dahulu, dan juga dalam hal penentuan

segera dilakukan evaluasi kinerja aparatur yang bergerak dalam proses

penganggaran hibah dan bantuan sosial.

Proses pertanggungjawaban antara belanja hibah dan bantuan sosial bagi

pemberi hibah dan bantuan sosial secara normatif hampir sama sebagaimana

naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pada bantuan hibah. Dan Pemerintah
Daerah Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan pertanggungjawaban hibah dan

rano herlaku
ng periaxu.

Hanya saja, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum membuat keputusan

kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah maupun bantuan sosial.

jo]
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Dilihat dari segi azas kepatutan, azas rasionalhitas dan
belum adanya peraturan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah

dan bantuan sosial, sehingga pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemberi
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pertanggungjawaban yang diberikan penerima hibah dan bantuan sosial terkesan

hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja. Ini tentunya menjadi permasalahan

lengkap untuk disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, apalagi

nantinya untuk disajikan sebagai laporan bagi para auditor.

Perbendaharaan Dan Kas Daerah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten

Karimun yang bersentuhan langsung dengan proses pemberian belanja hibah dan

Karimun memang belum membuat keputusan kepala daerah tentang penetapan

daftar penerima hibah maupun bantuan sosial. Hal inilah yang sering dijumpai

masyarakat yang mengajukan permohonan hibah dan itnan gosial

bahwa tidak adanya standar baku tentang pemberian hibah dan bantuan sosial dan

tidak jelasnya daftar penerima hibah dan bantuan sosial setiap tahunnya”.

pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial
1. Evaluasi kinerja dalam penganggaran berdasarkan evaluasi kinerja
Campbell (1990)

a. Penyusunan anggaran

berhubungan dengan tugas utama seseorang ASN belum sesuai dengan perannya

dan belum optimal dalam proses penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau
bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Hal ini

vl SUSIGE axaadp SRl DCIRT H

sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Rosmanto salah satu
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penerima bantuan sosial bahwa “pada dasarnya dengan keterbatasan sumber daya

manusia, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum  sepenuhnya

aaaCaaia I ANGHILIGA IR0t SUSLG

=3
o
i
“w
g
-:

dan mempunyai perilaku yang baik, dalam hal ini menempatkan pada Sub Bagian

Anggaran Bagian Keuangan orang-orang yang memang latar belakang

perlu dilakukan agar proses penganggaran dapat berjalan dengan baik dan
akuntabel”.

Penerapan Non-job spesific task proficiency yang menggambarkan perilaku
yang harus dimiliki secara umum vyang sifatnya tidak spesifik oleh ASN

Karimun sudah sesuai dan sudah

2 WG Alialaln SUUGLH SLS LAl Caa w H

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabu

optimal dalam proses penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Hal ini sesuai dengan yang

pada sub bagian anggaran selain memiliki tugas utama yang telah dirumuskan,

juga memiliki tugas yang tidak tertulis, misalnya semua ASN harus tersenyum

bersikap ramah dan bertutur kata yang sopan ketika berbicara, dan itu sudah

diterapkan oleh ASN dalam bekerja. Sikap dan perilaku tersebut tidak dituliskan

pelayanan yang diberikan™.

Belum optimalnya penerapan Written and oral communication task

yang lain baik melalui tulisan maupun verbal sebagai prasarana yang mendukung
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kinerja individu dalam proses penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau

bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Dacrah Kabupaten Karimun. Sesuai

bantuan sosial bahwa “seorang ASN harus mampu melakukan komunikasi yang
efektif khususnya secara verbal kepada masvarakat yang mengajukan belanja
1itbah dan
kerjasama yang baik dalam proses penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau

bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. ASN juga

proposal pengajuan hibah dan bantuan sosial agar terjalin kesinambungan
pengertian antara ASN dengan masyarakat dalam pemberian pelayanan™. Namun
hal ini tidak terjadi sehingga komunikasi vang terjadi antara ASI 1
masyarakat tidak efektif khususnya secara verbal dalam proses pengajuan belanja
hibah dan bantuan sosial.

Penerapan Demonstrating effort yang menggambarkan tentang motivasi

ASN dan komitmen mereka terhadap pekerjaan mereka dalam proses penyusunan

Kabupaten Karimun belum optimal. Ini dikuatkan oleh jawaban Bapak Kepala

Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Bagian Keuangan dalam wawancara

dari ASN yang ada dalam bentuk tindakan langsung dengan memperlihatkan

seberapa kuat keinginannya dalam bekerja dan apa yang mendorongnya untuk

bekerja serta komitmen yvang mercka buat sehubung:

Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun”.
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Belum optimalnya penerapan Maintaining personal  discipline yang
diberikan pada ASN yang berulang kali melakukan perilaku negatif yang
mengarah pada tindakan yang tidak produktif dalam proses pen
belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Karimun. Ini dikuatkan pernyataan [ivia Anggraeni salah satu penerima bantuan

s

tindakan-tindakan atau kebijakan yang

ditetapkan
Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun sehubungan dengan pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan ASN yang berimbas pada penurunan kinerja, adalah

pelanggaran yang dilakukan, bahkan kalau perlu kita potong tunjangan

kesejahteraan pegawai bersangkutan apabila kesalahan yang dibuat sudah

melebihi batas toleransi”.

ix

Penerapan Facilitating peer and team performance dilingkungan Sekretariat

Daerah Kabupaten Karimun dalam upaya meningkatkan keefektifan ASN dalam

mpnyphﬂsaikan pek riaa inya padn suatu kelomnok teman sepan

......... iy aas S SR [PV s

ruang dalam proses penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Ini sama

o Farida Arvani calah <atii nenerim
dengan yang dixemukak u rarida Aryant salan sat u penerima h 1, belian

mengatakan bahwa “dalam pemerintahan harus terjalin kerjasama antara ASN

yang didalamnya tidak ada senioritas atau junioritas. Sehingga kelompok ini akan

membantun dan melenoka

bersatu padu da h efektif’ untul ing membantu dan ngkapi dalam

menyelesaikan tugas-tugas yang didelegasikan™.
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Penerapan Supervision/leadership yang menggambarkan salah satu aspek

kinerja dengan nyata diterapkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

proses penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Hal sesuai dengan yang

bahwa “seorang pemimpin seharusnya akan selalu membantu staf nya untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, membantu staf melaksanakan metode

inerja yan

eria o
er erja yvang
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seorang pemimpin cenderung otoriter dan mendesak akan sangat membuat

bawahan kelelahan dan mengalami penurunan Kinerja™.

kepengurusan organisasi dalam hubungannya dengan kinerja ASN yang ada

sudah optimal dalam proses penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan

yang dikemukakan Bapak Kepala Bagian Keuangan bahwa “dengan adanya

manajemen yang baik dalam Sckretariat Daerah Kabupaten Karimun akan

serta adanya evaluasi yang dilakukan sebagai kebijakan manajemen akan

membuat seluruh staf melakukan yang terbaik bagi Sekretariat Daerah Kabupaten

Berdasarkan evaluasi kinerja Campbell (1990) terhadap penyusunan

anggaran, maka langkah strategis yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah
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1. Perlunya ada pemahaman ASN dalam penerapan Job specific task
proficiency, written and oral communication task proficiency. Tiap
mdividu ASN perlu diberikan pembekalan mengenai ilmu komunikasi

yang baik, baik komunikasi secara verbal maupun non verbal melalui

sebuah program pendidikan dan latihan.
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maintaining personal discipline, facilitating peer and team performance

dan supervision/leadership bagi ASN yang bersentuhan langsung dengan

dengan memberikan sangsi tegas bagi ASN yang bermain dimulai dari

pimpinan tertinggi hingga staf.

Penerapan Job specific task proficiency menggambarkan perilaku yang

berhubungan dengan ASN dengan tugas tertentu dan memiliki keahlian tertentu

hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Karimun. Hal ini sesuar dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh

pengesahan anggaran perlu melibatkan staf yang memiliki keahlian tertentu”.

Penerapan Non-job spesific task proficiency yang menggambarkan perilaku

keahlian tertentu oleh ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

sudah sesuai dan sudah optimal dalam proses pengesahan anggaran belanja hibah
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Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Kepala Bagian Pembangunan

bahwa “pada dasarnya dalam proses pengesahan anggaran jarang melibatkan staf

domainnya pimpinan, sehingga penerapan Non-job spesific task proficiency dalam

proses pengesahan anggaran sudah optimal™.

individu harus mampu melakukan komunikasi satu dengan yang lain baik melalui

tulisan maupun verbal sebagai prasarana yang mendukung kinerja individu dalam

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Sesuai dengan yang

dikemukakan oleh Muhamad Jifron salah satu responden penerima bantuan sosial

(29 . . 1: b
bahwa “seorang ASN yang terlibat dalam proses penganggaran harus memiliki
kecakapan dan kemampuan dalam berkomunikasi secara tulisan maupun verbal
dengan baik dalam proses pengesahan anggaran, agar tidak adanya

pengesahan anggaran™.

Penerapan Demonstrating effort yang menggambarkan tentang motivasi
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n komitmen mereka terhadap pekerjaan merel !

anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Karimun belum optimal. Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sub

“motivasi seorang ASN dengan komitmennya yang tinggi diperlukan dalam proses

pengesahan anggaran dengan memperlihatkan seberapa kuat keinginannya dalam
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bekerja, apa yang mendorongnya untuk bekerja dan komitmen yang mereka buat

sehubungan dengan kinerja mereka di Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun”.
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diberikan pada ASN yang berulang kali melakukan perilaku negatif yang

mengarah pada tindakan yang tidak produktif dalam proses pengesahan anggaran

Karimun. Ini dikuatkan pernyataan Livia Anggraeni salah satu penerima bantuan
sosial, beliau menjawab bahwa “tindakan-tindakan atau kebijakan yang ditetapkan
Sekretariat Daera
pelanggaran yang dilakukan ASN yang berimbas pada penurunan kinerja, adalah
berupa memberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan, ini agar dapat

1
BI9LwiS 0. B3 Nal) CiICh

produktivitasnya dalam bekerja dan bentuk dukungan dalam proses pengesahan

anggaran”.
ppnprgngn F If‘l]l atino neer ln/] 1eam neyt Wance Al]lnol{l noan qpl(vpfarinf
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Daerah Kabupaten Karimun dalam upaya meningkatkan keefektifan ASN dalam

menyelesaikan pekerjaannya pada suatu kelompok teman sepangkat/golongan

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Ini sama

dengan yang dikemukakan Ibu Farida Aryani salah satu penerima hibah, beliau

menjalankan roda pemerintahan belum terlihat kerjasama antara ASN. Sehingga
kelompok ini akan sulit bersatu padu dan lebih efektif untuk saling membantu dan

melenokam dalam menvelesaikan tuo
------- oapl  cdidill HChRyCesalxal s
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cenderung memerintah junior maupun pihak junior yang cenderung diperintah
oleh senior™.
Penerapan Supervision/leadership yang menggambarkan salah satu aspek

kinerja dengan nyata diterapkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

proses pengesahan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Hal sesuai dengan yang

sosial, beliau menjawab

“bahwa seorang pemimpin harus selalu membantu staf nya untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan, membantu staf melaksanakan metode kerja yang efektif dan

berusaha untuk menampilkan kineria vang baik dalam proses pengesahan

anggaran. Apabila seorang pemimpin cenderung otoriter dan mendesak akan

sangat membuat bawahan kelelahan dan mengalami penurunan kinerja™.

an Management and administration dalam bentuk st
kepengurusan organisasi dalam hubungannya dengan kinerja ASN yang ada
sudah optimal dalam proses pengesahan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan
sostal dilingkungan

yang dikemukakan Bapak Kepala Bagian Keuangan bahwa dengan “adanya

manajemen yang baik dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun akan

serta adanya evaluasi yang dilakukan sebagai kebijakan manajemen akan

membuat seluruh staf melakukan yang terbaik bagi Sekretariat Daerah Kabupaten
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Berdasarkan evaluasi kinerja Campbell (1990) terhadap pengesahan

anggaran, maka langkah strategis yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah

1. Perlunya ada pemahaman ASN dalam penerapan Job specific task

proficiency. wrilten and oral communication task proficiency. Tiap

yang baik, baik komunikasi secara verbal maupun non verbal melalui

sebuah program pendidikan dan latihan.

ro
>
o

maintaining personal discipline, facilitating peer and team performance

dan supervision/leadership bagi ASN yang bersentuhan langsung dengan

1ooaran belanja hibah dan/atau ntuan  sosial
DD J

dengan memberikan sangsi tegas bagi ASN yang bermain dimulai dari

pimpinan tertinggi hingga staf.

Penerapan Job specific task proficiency menggambarkan perilaku yang
berhubungan dengan ASN dengan tugas tertentu dan memiliki keahlian tertentu

belum sesuat pada tempatnya dan belum optimal dalam

SWILGl PG wvensapGai

nrongcac pP]Ql{QanQQh
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anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Karimun. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan
oleh

proses pelaksanaan anggaran perlu ditunjuk staf yang memang memiliki keahlian

tertentu dalam melaksanakan program atau kegiatan yang telah direncanakan, agar
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Penerapan Non-job spesific task proficiency yang menggambarkan perilaku

yang harus dimiliki secara umum yang sifatnya tidak spesifik dan tidak perlu

keahlian tertent

HAC SRR S 9 S SFa YO §

oleh ASN sudah sesuai dan sudah optimal dalam proses

pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara

yang dikemukakar
dasarnya dalam proses pelaksanaan anggaran ASN yang bekerja selain memiliki
tugas utama yang telah dirumuskan, juga memiliki tugas yang tidak tertulis,
m;QQ‘ﬂ\I’) CAMIID A ] ]’\Qr‘l]
misalnya semua ! har

pencairan dana proposal hibah dan bantuan sosial, bersikap ramah dan bertutur
kata yang sopan ketika berbicara, dan itu sudah diterapkan oleh ASN dalam
bekeria”.
bekeria

Penerapan Written and oral communication task proficiency bahwa

individu ASN harus mampu melakukan komunikasi satu dengan yang lain baik

mendukung kinerja individu dalam proses pelaksanaan anggaran belanja hibah

dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
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responden penerima bantuan sosial mengatakan bahwa “seorang ASN yang
secara teknis bersentuhan langsung dengan masyarakat, harus memiliki
kecakapan baik secara tertulis mau
proposal bantuan hibah dan bantuan sosial yang diajukan masyarakat dalam

rangka mengoptimalkan proses pelaksanaan anggaran™.
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Penerapan Demonstrating effort yang menggambarkan tentang motivasi

ASN dan komitmen mereka terhadap pekerjaan mereka dalam proses pelaksanaan

1 L 1 o oan Pemerintah Daerah
goar man 1 Y u 1exungan remermniah Paerah

Kabupaten Karimun belum optimal. Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sub

Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Bagian Keuangan mengatakan bahwa

“AQN va

ASN yang ada belum bekerja sesuai dengan tu

lum beker pan tug 1 fung

didasari oleh motivasi dan komitmen tiap-tiap individu sebagai suatu bentuk

tindakan langsung ASN terhadap pimpinan dengan memperlihatkan seberapa kuat

komitmen yang mereka buat sehubungan dengan kinerja mereka dalam
pelaksanaan anggaran atas program atau kegiatan yang telah dilaksanakan di
Sekretariat Daerah

Belum optimalnya penerapan Maintaining personal discipline yang

diberikan pada ASN yang berulang kali melakukan perilaku negatif yang
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belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Dacrah Kabupaten

Karimun. Ini dikuatkan pernyataan Livia Anggraeni salah satu penerima bantuan

Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun sehubungan dengan pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan ASN yang berimbas pada penurunan kinerja, adalah

memberikan efek jera dan motivasi tersendiri ASN dalam meningkatkan

produktivitasnya dalam bekerja dan bentuk dukungan dalam proscs pelaksanaan
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Penerapan Facilitating peer and team performance dilingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Karimun dalam upaya meningkatkan keefektifan ASN dalam
ruang dalam proses pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Ini sama

mengatakan bahwa “dalam pemerintahan harus tercipta kerjasama antara ASN

yang didalamnya tidak ada senioritas atau junioritas, sehingga kelompok ini akan

padu dan lebih e membantu dan melengka

hercatn
QCIsata

menyelesaikan tugas, agar pelaksanaan anggaran kegitan yang telah direncakan

dapat berjalan dengan optimal”. Yang terjadi sat int adalah pegawai senior sering

pegawai senior cenderung memberikan

¢
g

pekerjaanya kepada pegawai junior.

Penerapan Supervision/leadership yang menggambarkan salah satu aspek

yang berhubungan dengan perilaku kepemimpinan dan proses pengawasan dalam

proses pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan

dikemukakan Hervina salah satu penerima bantuan sosial, beliau menjawab
bahwa “seorang pemimpin sebaiknya selalu membantu staf nya untuk mencapai
tujuan yang tclah ditetapkan, membantu staf melaksanakan metode kerja yang
cfcktif dan berusaha untuk menampilkan kinerja yang baik dalam proses

pelaksanaan anggaran”.
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Penerapan Management and administration dalam bentuk struktur dan

kepengurusan organisasi dalam hubungannya dengan kinerja ASN yang ada
sudah optimal dalam proses pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan

sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Ini sesuai dengan

yang dikemukakan Bapak Kepala Bagian Keuangan bahwa “dengan adanya

membuat seluruh ASN tersebut teratur dan mengetahui tujuan mereka bekerja,

serta adanya evaluasi yang dilakukan sebagai kebijakan manajemen akan

dengan baik agar terlaksananya pelaksanaan anggaran secara optimal .

Berdasarkan evaluasi kinerja Campbell (1990) terhadap pelaksanaan

Kabupaten Karimun adalah:

1. Perlunya ada pemahaman ASN dalam penerapan Job specific task

wal communication task nroficiency. Rahwa

nroficiency, written and o ommunication task proficiency. Bahw

IS >
individu ASN harus mampu melakukan komunikasi satu dengan yang
lain baik melalui tulisan dan lisan maupun verbal dan non verbal dalam
roses pelaksanaan anggaran belan

dilingkungan  Pemerintah  Daerah Kabupaten Karimun dengan

memberikan bimbingan dan pelatihan.

o

maintaining personal discipline, facilitating peer and team performance

dan supervision/leadership bagi ASN yang bersentuhan langsung dengan
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dengan memberikan sangsi tegas bagi pclaku yang bermain dalam
pelaksanaan anggaran dan dimulai dari pimpinan tertinggi hingga staf.

d. Pengawasan pelaksanaan anggaran

Penerapan Job specific task proficiency menggambarkan perilaku yang

berhubungan dengan ASN dengan tugas tertentu dan memiliki keahlian tertentu

anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Karimun. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan

proses pengawasan pelaksanaan anggaran sebaiknya ditunjuk staf yang memang
memiliki keahlian tertentu yang paham akan peraturan perundangan yang
atau kegiatan yang telah direncanakan, agar pelaksanaan anggaran atas kegiatan
tersebut berjalan dengan optimal.
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yang harus dimiliki secara umum yang sifatnya tidak spesifik dan tidak perlu

keahlian tertentu oleh ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Karimun. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Bagian

anggaran ASN yang bekerja selain memiliki tugas utama yang telah dirumuskan,
juga memiliki tugas yang tidak tertulis, misalnya semua ASN harus tersenyum

ketika menyana oran

g van
............... B 4R

3
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bantuan sosial yang telah dicairkan, bersikap ramah dan bertutur kata yang sopan
ketika berbicara, dan itu sudah diterapkan oleh ASN dalam bekerja”.
Penerapan Written and oral commumication task proficien

individu harus mampu melakukan komunikasi satu dengan yang lain baik melalui

tulisan dan lisan maupun verbal dan non verbal sebagai prasarana yang

belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Karimun belum optimal. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Muhamad Jifron

teknis bersentuhan langsung dengan masyarakat, harus memiliki kecakapan baik

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam melayanai proses pelaksanaan

masyarakat dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan anggaran™.

Penerapan Demonstrating effort yang menggambarkan tentang motivasi

pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Hasil wawancara dengan

mengatakan bahwa “perlu adanya suatu bentuk tindakan langsung ASN terhadap

pimpinan dengan memperlihatkan seberapa kuat keinginannya dalam bekerja dan

sehubungan dengan kinerja mereka dalam pengawasan pelaksanaan anggaran atas

program atau kegiatan yang telah dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten
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Belum optimalnya penerapan Maintaining personal discipline yang
diberikan pada ASN yang berulang kali melakukan perilaku negatif yang
mengarah pada tindakan yang tidak produktif dalam proses pen

pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Ini dikuatkan pernyataan Livia

tindakan atau kebijaksanaan yang ditetapkan Sekretariat Daerah Kabupaten

Karimun dalam penerapannya masih dijumpai perilaku yang tidak baik dari ASN

yang

berimbas pada penurunan kinerja, sehingg:

adalah berupa memberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan, ini agar

dapat memberikan efek jera dan motivasi tersendiri ASN dalam meningkatkan

pelaksanaan anggaran”.

Penerapan Facilitating peer and team performance dilingkungan Sekretariat

menyelesaikan pekerjaannya pada suatu kelompok teman sepangkat/golongan
ruang dalam proses pengawasan pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau
bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daere

optimal. Ini sesuai dengan yang dikemukakan Ibu Farida Aryam salah satu

penerima hibah, beliau mengatakan bahwa “dalam pemerintahan harus tercipta

Sehingga kelompok ini akan lebih optimal untuk saling membantu dan

melengkapi dalam menyelesaikan tugas, agar pengawasan pelaksanaan anggaran
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Penerapan Supervision/leadership yang menggambarkan salah satu aspek
kinerja dengan nyata diterapkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun
yang berhubungan dengan perilaku kepemimpinan dan proses pen
proses pengawasan pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Hal sesuai

menjawab bahwa “seorang pemimpin harus bisa mencontohkan kinerja yang baik

terhadap bawahan, karena hal ini akan menjadi panutan bagi staf nya untuk

sesuai dengan peraturan perundangan dengan melaksanakan metode kerja yang

efektif dan berusaha untuk menampilkan kinerja yang baik dalam proses

Penerapan Management and administration dalam bentuk struktur dan
kepengurusan organisasi dalam hubungannya dengan kinerja ASN yang ada
.............
dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Ini
sesuai dengan yang dikemukakan Bapak Kepala Bagian Keuangan bahwa
nya manaiemen vang baik dalam Sekretariat Daerah Kabupaten
Karimun akan membuat seluruh ASN tersebut teratur dan mengetahui tujuan

mereka bekerja, serta adanya evaluasi yang dilakukan sebagai kebijakan

telah ditetapkan dengan baik agar terlaksananya pengawasan pelaksanaan

anggaran secara optimal™.



43(§)%.pdf

Berdasarkan evaluasi kinerja Campbell (1990) terhadap pengawasan

pelaksanaan anggaran, maka langkah strategis yang dapat diterapkan oleh

1. Perlunya ada pemahaman ASN dalam penerapan Job specific task

proficiency, written and oral communication task proficiency di mana

baik melalui tulisan dan lisan maupun verbal dan non verbal sebagai

prasarana yang mendukung kinerja individu dalam proses pengawasan

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun perlu menjadi perhatian

pemimpin. Perlu adanya bimbingan dan pelatihan bagi ASN untuk

memiliki kecakapan baik secara tertulis maupun tidak tertnlis dalam

melayanai proses pelaksanaan kegiatan dari proposal bantuan hibah dan

bantuan sosial yang diajukan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan

2. Perlunya adanya suatu aturan baku tentang penerapan Demonsirating

effort, maintaining personal discipline, facilitating peer and team

kali melakukan perilaku negatif yang mengarah pada tindakan yang tidak

produktif. Hal imi perlu dilaksanakan dalam pengawasan pelaksanaan

Karimun berupa memberikan sangsi tegas bagi pelakunya dimulai dari

pimpinan tertinggi hingga staf.
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e. Pengesahan perhitungan anggaran

Penerapan Job specific task proficiency perilaku yang berhubungan dengan
ASN dengan tugas tertentu dan memiliki keahlian tertentu sesuai pada tempatnya
belum optimal dalam proses pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah

dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
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satu penerima bantuan sosial bahwa “pada dasarnya dalam proses pengesahan

perhitungan anggaran perlu melibatkan staf yang memiliki keahlian tertentu, agar
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dipertanggungjawabkan”.

Penerapan Non-job spesific task proficiency yang menggambarkan perilaku

keahlian tertentu oleh ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

sudah sesuai dan sudah optimal dalam proses pengesahan perhitungan anggaran

Karimun. Menurut Bapak Kepala Bagian Pembangunan bahwa “pada dasarnya

dalam proses pengesahan perhitungan anggaran jarang melibatkan staf yang

merupakan domainnya pimpinan, schingga penerapan Non-job spesific task
proficiency dalam proses pengesahan anggaran sudah optimal”.
roficiency di mana

individu harus mampu melakukan komunikasi satu dengan yang lain baik melalui

tulisan maupun verbal sebagai prasarana yang mendukung kinerja individu dalam
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dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Sesuai
dengan yang dikemukakan oleh Muhamad Jifron salah satu responden penerima
bantuan sosial bahwa “seorang ASN vang ra tekn ituhan langsung

dengan masyarakat, memberikan masukan dan saran kepada pimpinan dalam

proses pengesahan perhitungan anggaran™.

ASN dan komitmen mereka terhadap pekerjaan mereka dalam proses pengesahan

anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah

Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Bagian Keuangan mengatakan bahwa

“ASN yang bekerja pada Sub Bagian Anggaran Bagian Keuangan Sekretariat

haric memiliki motivasi vano oo
ten Karmmun harus memiliks mofivast yang 199

pimpinan dengan memperlihatkan kecakapannya dalam bekerja dan komitmen

yang tinggi dalam proses pengesahan perhitungan anggaran dilingkungan

Belum optimalnya pencrapan Maintaining personal discipline yang

diberikan pada ASN yang berulang kali melakukan perilaku negatif yang

perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Ini dikuatkan pernyataan Livia

tindakan atau kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ASN yang berimbas
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maupun tulisan, ini agar dapat memberikan efek jera dan motivasi tersendiri ASN

dalam meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja dan bentuk dukungan dalam

. 2%
engesahan perhitungan anggaran”.

Penerapan Facilitating peer and team performance dilingkungan Sekretariat

Daerah Kabupaten Karimun dalam upaya meningkatkan keefektifan ASN dalam

ruang dalam proses pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau

bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum

penerima hibah, beliau mengatakan bahwa “dalam pemerintahan harus tercipta

kerjasama antara ASN. Sehingga pekerjaan akan lebih efektif apabila masing-

M »
........ g k menoniolkan seniori antara mereka”.

Penerapan Supervision/leadership yang menggambarkan salah satu aspek

kinerja dengan nyata diterapkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

oan nerilaku kenemimninan dan nroses
) dengan pernlaku k epemim pman dan proses

proses pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Hal sesuai

menjawab “bahwa seorang pemimpin harus selalu membantu staf nya untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, membantu staf melaksanakan metode
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kerja yang efektif dan usaha untul

proses pengesahan perhitungan anggaran, agar proses pengesahan perhitungan

anggaran dapat berjalan dengan baik”.
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Pencrapan Management and administration dalam bentuk struktur dan

kepengurusan organisasi dalam hubungannya dengan kinerja ASN yang ada

dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Ini

sesuai dengan yang dikemukakan Bapak Kepala Bagian Keuangan bahwa

Karimun akan membuat seluruh ASN tersebut teratur dan mengetahui tujuan

mereka bekerja, serta adanya evaluasi yang dilakukan sebagai kebijakan

Daerah Kabupaten Karimun”.

Berdasarkan evaluasi kinerja Campbell (1990) terhadap pengesahan

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun adalah:
1. Perlunya ada pemahaman ASN dalam penerapan Job specific task

.
nrnfn*l 22168
G AR LN

tiap individu dituntut untuk memiliki kecapakan dalam berbicara

maupun menulis dalam rangka pengesaban perhitungan anggaran

Kabupaten Karimun. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan

pendidikan dan latihan bagi ASN yang terlibat dalam proses pengesahan

I

Adanya suatu aturan baku tentang penerapan Demonsirating effort,
maintaining personal discipline, facilitating peer and leam performance

‘hi 1 berse anosung
ership. Bagi ASN yang bersentuhan langsung

dan supervision/lea
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dengan proses pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau

bantuan sosial yang bermain dalam proses pengesahan perhitungan

pimpinan tertinggi hingga staf.

2. Evaluasi kinerja dalam pertanggungjawaban berdasarkan evaluasi

a3

]
€«
3
1]
2
14

3

)
-2
&
—

1990}
a. Ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan
Penerapan Job specific task proficiency menggambarkan perilaku yang
berhubungan dengan tugas utama seseorang ASN sudah sesuai dengan perannya

dan belum optimal dalam rangka ketaatan pada peraturan dan perundang-
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Kabupaten Karimun. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan
oleh Rosmanto salah satu penerima bantuan sosial bahwa “pada dasarnya
yang

memiliki keahlian tertentu sesuai pada tempatnya dan mempunyai perilaku yang

baik. Dalam hal ini menempatkan pada Sub Bagian Anggaran Bagian Kcuangan

perundang-undangan yang mengatur masalah pemberian hibah dan bantuan sosial

dan berperilaku baik dalam pekerjaannya, agar proses pertanggungjawaban

ania hibah dan/atau bantuan sosial vang diberikan dilaporkan taat pada

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar

pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan
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Penerapan Non-job spesific task proficiency yang menggambarkan perilaku

yang harus dimiliki secara umum yang sifatnya tidak spesifik oleh ASN

optimal dalam rangka ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan belanja

hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Pembangunan bahwa “ASN yang bekerja pada sub bagian anggaran selain

memiliki tugas utama yang telah dirumuskan, juga memiliki tugas yang tidak

undangan yang masih relevan dan selalu berubah-ubah™.
Belum optimalnya penerapan Written and oral communication task
proficiency di mana individu harus mampu melakukan komunikasi satu den

yang lain baik melalui tulisan maupun verbal sebagai prasarana yang mendukung

kinerja individu dalam rangka ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan

Karimun. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Muhamad Jifron salah satu

responden penerima bantuan sosial bahwa “seorang ASN harus mampu

masyarakat yang ingin melakukan pertanggungjawaban belanja hibah dan

bantuan sosial drngan menjelaskan secara rinci aturan-aturan yang berhubungan

penerima hibah dan/atau bantuan sosial agar terjalin kesinambungan pengertian

antara ASN dengan masyarakat. Namun hal ini tidak terjadi sehingga komunikasi
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yang terjadi antara ASN dengan masyarakat tidak efektif khususnya secara verbal

dalam proses pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial”.

ASN dan komitmen mereka terhadap pekerjaan mereka dalam rangka ketaatan

pada peraturan dan perundang-undangan belanja hibah dan/atau bantuan sosial

dikuatkan oleh jawaban Bapak Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas

Daerah Bagian Keuangan dalam wawancara yang dilakukan. Beliau mengatakan

mencoba memperlihatkan seberapa kuat keinginannya dalam memahami peraturan

perundang-undangan yang ada demi kelancaran mercka bekerja serta komitmen
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Kabupaten Karimun™.
Belum optimalnya penerapan Maintaining personal discipline yang

> be

-~

o}

diberikan pada ASN van
mengarah pada tindakan yang tidak produktif dalam rangka ketaatan pada

peraturan dan perundang-undangan belanja hibah dan/atau bantuan sosial

LLivia Anggraeni salah satu penerima bantuan sosial, beliau menjawab bahwa

“tindakan-tindakan atau kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Daerah Kabupaten

berimbas pada penurunan kinerja, adalah berupa memberikan teguran baik secara

lisan maupun tulisan tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan, memotong
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tunjangan kesejahteraan pegawai bersangkutan dan bahkan memecatnya apabila

kesalahan yang dibuat sudah melebihi batas toleransi”.

Daerah Kabupaten Karimun dalam upaya meningkatkan keefektifan ASN dalam

menyelesaikan pekerjaannya pada suatu kelompok teman sepangkat/golongan

hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Karimun belum optimal. Sesuai dengan yang dikemukakan Ibu Farida Aryani

calah
heTedtesyy

terlihat kerjasama antara ASN yang didalamnya dan tidak boleh adanya senioritas

atau junioritas. Sehingga kelompok ini akan bersatu padu dan lebih efektif untuk

pihak senior yang cenderung memerintah junior”.

Penerapan Supervision/leadership yang menggambarkan salah satu aspek
kinerja dengan nyata diterapkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun
yang berhubungan dengan perilaku kepemimpinan dan proses pengawasan dalam
rangka ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan belanja hibah dan/atau
bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum

optimal. Hal sesuai dengan yang dikemukakan Hervina salah satu penerima

bantuan sosial, beliau menjawab “bahwa seorang pemimpin selayaknya selalu

341 11y 241

membantu staf nya untu ditetapkan, membantu staf

1eaNRxL w iy G Gariiass

melaksanakan metode kerja yang efektif dan berusaha untuk menampilkan kinerja

yang baik”.
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Penerapan Management and administration dalam bentuk struktur dan
kepengurusan organisasi dalam hubungannya dengan kinerja ASN yang ada
sudah optimal dalam rangka ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan
belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Karimun. Ini sesuai dengan yang dikemukakan Bapak Kepala Bagian Keuangan

Kabupaten Karimun akan membuat seluruh ASN tersebut teratur dan mengetahui

tujuan mereka bekerja,dengan adanya struktur organisasi yang jelas serta adanya

staf melakukan yang terbaik bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun”.
Berdasarkan evaluasi kinerja Campbell (1990) terhadap penyusunan

anooaran. maka lanokah stratecis van
ngoara g ategis var

o : g
2GR, 2IAAKRA (AR N pol 84 1329 J1 2384 : iax : ) B 2

Kabupaten Karimun adalah:

I. Perlunya ada pemahaman ASN dalam penerapan Job specific task

individu ASN perlu diberikan pembekalan mengenai ilmu komunikasi

yang baik, baik komunikasi secara verbal maupun non verbal melalui

2. Adanya suatu aturan baku tentang penerapan Demonsirating effort,
maintaining personal discipline, facilitating peer and team performance
dan supervisi ership.

dengan masyarakat yang akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan

kegitan dari hibah atau bantuan sosial yang telah diterimanya dalam
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dan/atau bantuan sosial dengan memberikan sangsi tegas bagi ASN yang
bermain dimulai dari pimpinan tertinggi hingga staf tanpa terkecuali.

h. Pelaksanaan tanggungiawab dan tu

Penerapan Job specific task proficiency menggambarkan perilaku yang

berhubungan dengan tugas utama seseorang ASN sudah sesuai dengan perannya

dan belum o

belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Karimun. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh

Daerah Kabupaten Karimun belum menempatkan orang-orang yang memiliki

keahlian tertentu sesuai pada tempatnya dan mempunyai perilaku yang baik,
dalam hal ini menempatkan pada Sub Bagian An

orang yang memang latar belakang pegawai yang berperilaku baik dalam

pekerjaannya. Hal ini perlu dilakukan agar pertanggungjawaban kegiatan dapat

Penerapan Non-job spesific task proficiency yang menggambarkan perilaku

yang harus dimiliki secara umum yang sifatnya tidak spesifik oleh ASN

optimal dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas belanja hibah

dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.

“bahwa ASN yang bekerja pada Sub Bagian Anggaran selain memiliki tugas
utama yang telah dirumuskan, juga memiliki tugas yang tidak tertulis. misalnya

semua ASN harus tersenyum ketika menyapa orang yang melakukan
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pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial, bersikap ramah dan
bertutur kata yang sopan ketika berbicara, dan itu sudah diterapkan oleh ASN
dalam bekerja. Sikap dan perilaku tersebut tidak dituliskan secara spesi
ASN sudah menampilkannya sebagai bentuk kinerja dalam rangka pelaksanaan
tanggungjawab dan tugas-tugas yang diberikan™.

Belum optimalnya penerapan Written and oral communication task
proficiency di mana individu harus mampu melakukan komunikasi satu dengan

yang lain baik melalui tulisan maupun verbal sebagai prasarana yang mendukung

belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Karimun. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Muhamad lJifron salah satu

responden penerima bantuan sosial bahwa “seorang ASN harus mamp

melakukan komunikasi yang efektif khususnya secara verbal kepada masyarakat

yang ingin melakukan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial agar

dapat terbina hubungan ng 1 kerjasam ng !
r o o J o

pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas atas belanja hibah dan/atau bantuan

sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. ASN juga harus
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pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial agar terjalin
kesinambungan pengertian dalam pemberian pelayanan antara ASN dengan
masyarakat. Namun hal im tidak te
ASN dengan masyarakat tidak efektif khususnya secara verbal dalam proses

pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial™.
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Penerapan Demonstrating effort yang menggambarkan tentang motivasi

ASN dan komitmen mereka terhadap pekerjaan mereka dalam rangka pelaksanaan

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Ini

dikuatkan oleh jawaban Bapak Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas

bahwa “komitmen dan motivasi ini adalah suatu bentuk tindakan langsung ASN

yang mencoba memperlihatkan seberapa kuat keinginannya dalam bekerja dan apa

dengan kinerja mereka dalam pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas di

Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun”.

ya penerapan Maintainin

o nersonal discinline vano
penera pan  Maimlainin o nersonal  discipline  yang

diberikan pada ASN yang berulang kali melakukan perilaku negatif yang
mengarah pada tindakan yang tidak produktif dalam rangka pelaksanaan

hibah dan/atau ba

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Im dikuatkan pernyataan

Livia Anggraeni salah satu penerima bantuan sosial, beliau menjawab bahwa

Karimun sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ASN yang

berimbas pada penurunan kinerja, adalah berupa memberikan teguran baik secara

tunjangan kesejahteraan pegawai bersangkutan dan bahkan memecatnya apabila

kesalahan yang dibuat sudah melebihi batas toleransi™.
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Penerapan Fuacilitating peer and team performance dilingkungan Sekretariat

Daerah Kabupaten Karimun dalam upaya meningkatkan keefektifan ASN dalam

kelomnok g 0
kKelompok teman S 1gkat/golongan

ruang dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas belanja hibah

dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

penerima hibah, beliau mengatakan bahwa “dalam pemerintahan harus terlihat

kerjasama antara ASN yang didalamnya tidak ada senioritas atau junioritas.

membantu dan melengkapi dalam menyelesaikan tugas, dan koordinasi yang baik

antara sub bagian dapat membantu dalam optimalisasi proses pelaksanaan

Penerapan Supervision/leadership yang menggambarkan salah satu aspek

kinerja dengan nyata diterapkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun

vango gan perilaku kenemimninan dan nroses nenoawasan dalam
yang gan 1gan pertiaku kepemimpinan dar epgawasan dalam

rangka pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas belanja hibah dan/atau

bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum

bantuan sosial, beliau menjawab bahwa “seorang pemimpin akan sudah

selayaknya selalu membantu staf nya untuk mencapai tujuan yang telah

untuk menampilkan kinerja yang baik, agar tujuan organisasi dapat tercapai

dengan baik”.
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Penerapan Management and administration dalam bentuk struktur dan

kepengurusan organisasi dalam hubungannya dengan kinerja ASN yang ada

hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Karimun. Ini sesuai dengan yang dikemukakan Bapak Kepala Bagian Keuangan

Kabupaten Karimun akan membuat seluruh ASN tersebut teratur dan mengetahui

tujuan mereka bekerja, serta adanya evaluasi yang dilakukan sebagai kebijakan

Daerah Kabupaten Karimun™.

Berdasarkan evaluasi kinerja Campbell (1990) terhadap penyusunan

Kabupaten Karimun adalah:

1. Perlunya ada pemahaman ASN sehubungan penerapan Job specific task

written and oral communication task

rangka pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas. Tiap individu ASN

perlu diberikan pembekalan mengenai ilmu komunikasi yang baik, baik
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pendidikan dan latihan.

2. Adanya suatu aturan baku tentang penerapan Demonstrating effort,

ng personal discipline, facilitating peer and team performance

dan supervision/leadership bagi ASN yang bersentuhan langsung dengan

masyarakat yang akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegitan

bantuan sosial vang telah diterimanya dalam rangka

el e fad (23 luedsl oAl J S AN B39 B 343 8
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pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas belanja hibah dan/atau
bantuan sosial berupa memberikan sangsi tegas bagi ASN yang bermain
dimulai dari pimpinan tertinggi hingga staf tanpa terkecuali.

D. Evaluasi kinerja dalam  pelaksanaan  penganggaran  dan
pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial secara
normatif
1. Evaluasi kinerja dalam penganggaran berdasarkan Permendagri

Nomo

r 32 tahun 2011
a. Penyusunan anggaran

Proses penyusunan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang

dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun saat ini masih belum optimal. Hal ini

didasari atas masih adanya penganggaran bantuan hibah dan bantuan sosial yang

tanpa dilakukan proses verifikas: terlebih dahulu. Im terjadi karena Pemerintah

Kabupaten Karimun belum membentuk tim verifikasi hibah dan bantuan sosial

yang bertugas untuk memeriksa apakah proposal hibah dan/atau bantuan sosial

yang diusulkan mnqyarakm atan calon penerimah

D eaelingll o yaQlalkot arall O S e e S I - ey

memenuhi syarat untuk diberikan bantuan hibah dan/atau bantuan sosial.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Rosmanto salah satu

dan/atau bantuan sosial kita masih belum membuat peraturan Kepala Daerah

tentang persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima hibah dan/atau bantuan

Kabupaten Karimun adalah dengan membentuk tim verifikasi hibah dan bantuan



“f

sosial dan menyiapkan Peraturan Kepala Daerah tentang daftar persyaratan yang

harus dipenuhi oleh penerima hibah dan/atau bantuan sosial.

Proses pengesahan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang
dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun saat ini masih belum optimal. Ini
dikarenakan dalam pengesahan anggaran bantuan hibah da
sering mengalami keterlambatan. Ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten

Karimun belum menyiapkan secara jelas dan terperinci daftar nama-nama yang

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Kepala Bagian

Pembangunan bahwa “dalam proses pengesahan anggaran belanja hibah dan/atau

data jumlah penerima hibah dan/atau bantuan sosial hingga batas waktu

pengesahan anaggaran dilakukan™. Untuk itu, langkah strategis yang perlu diambil

embentuk tim verifikasi
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hibah dan bantuan sosial dan menyiapkan Peraturan Kepala Daerah tentang daftar
persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima hibah dan/atau bantuan sosial,
agar didapat data vang akurat untuk segera bisa dilakukan pengesahan
anggarannya.
c. Pelaksanaan anggaran
Proses pelaksanaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang

dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun saat ini masih belum optimal. Hal ini

sering ditemukan permasalahan berupa proses pencairannya yang masil lambat
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dan berbelit-belit dan melebihi dari yang telah dicantumkan dalam daftar
pengisian anggarannya. Hal im terjadi karena Pemerintah Kabupaten Karimun
belum menyiapkan secara jelas dan terperinci daftar nama-nama yang hak

menerima hibah dan/atau bantuan sosial.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh dikemukakan Hervina salah

hibah dan/atau bantuan sosial kita masih sering lambat dalam proses pencairannya
dan banyak proposan bantuan yang tidak terakomodir dikarenakan tidak adanya
kah strategis yang perlu
diambil oleh Pemerintah Kabupaten Karimun adalah dengan membentuk tim
verifikasi hibah dan bantuan sosial dan menyiapkan Peraturan Kepala Daerah
d. Pengawasan pelaksanaan anggaran

Proses pengawasan pelaksanaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial
yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun saat ini masih belum optimal.
Hal ini dikarenakan dalam proses pengawasan pelaksanaan anggaran bantuan

hibah dan bantuan sosial masth serin

[S1¢ 351 FG5iGs dix S

ge

bermain dan kurang disiplin menajalankan proses pelaksanaan anggaran. Hal ini

terjadi karena Pemerintah Kabupaten Karimun belum menempatkan ASN yang

3
>
&
o

memiliki integritas dan kredibel dalar
Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh dikemukakan Livia
Anggraeni salah satu penerima bantuan sosial bahwa “ASN yang terlibat dalam

Lol ol UQaituiar SUSIAS

masih belum memiliki intgritas dan tanggungjawab terhadap pekerjaannya”.



“ppo

Untuk itu, langkah strategis yang perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten

Karimun adalah dengan menempatkan ASN yang betul-betul memiliki kecakapan

dan profesional dalam melayani masyarakat penerima hibah dan/atau bantuan

sosial.
e. Pengesahan perhitungan anggaran
Proses pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial

yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun saat ini masih belum optimal.

Hal ini dikarenakan dalam pengesahan perhitungan anggaran bantuan hibah dan

Pemerintah Kabupaten Karimun belum menyiapkan secara jelas dan terperinci

daftar nama-nama yang berhak menerima hibah dan/atau bantuan sosial.

v

Hal ini sesuai dengan va

i WWIAURERQLD i LR IINIRAGR ALY IVANAIGRLA 1AL

Jifron salah satu penerima bantuan sosial bahwa “dalam proses pengesahan

perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial kita masih sering

dan/atau bantuan sosial hingga batas waktu pengesahan perhitungan anaggaran

dilakukan”. Untuk itu, langkah strategis yang perlu diambil oleh Pemerintah

sosial dan menyiapkan Peraturan Kepala Daerah tentang daftar penerima hibah

yang valid, agar didapat data yang akurat untuk segera bisa dilakukan pengesahan
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2. Evaluasi  kinerja dalam pertanggungjawaban berdasarkan

Permendagri Nomor 32 tahun 2011

Proses pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial dalam hal

ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan dilingkungan Pemerintah

adanya pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial yang tidak

sesual dengan yang ada dalam peraturan perundangan. Hal ini terjadi karena

mengatur tentang pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh dikemukakan oleh Farida

B
o
1=
=
[}
=
Iy
&
I~
=]

Aryani salah satu penerima hibah bahwa “dala

perundang-undangan kita masih belum optimal dengan membuat peraturan

Kepala Daerah tentang hal-hal yang diperlukan dalam proses pertanggungjawaban

belanja hibah dan/atau bantuan sosial”. Untuk itu, langkah strategis yang perlu

diambil oleh Pemerintah Kabupaten Karimun adalah dengan membuat peraturan

Kepala Daerah tentang hal-hal yang diperlukan dalam proses pertanggungjawaban

dipenuhi oleh penerima hibah dan/atau bantuan sosial.

b. Pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas

pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Karimun saat ini masih belum optimal. Hal in1 didasari atas masih adanya

kelalaian  ASN  pelaksanaan tan
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pertanggungjawaban atas belanja hibah dan/atau bantuan sosial yang telah
diberikan kepada masyarakat. Ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Karimun
belum menempatkan aparatur yang memiliki integritas yan
rasa tanggungjawab yang tinggi atas pekerjaannya.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh dikemukakan oleh

tanggungjawab dan tugas-tugas banyak ASN kita yang belum mengerti akan tugas

pokoknya masing-masing, sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Untuk itu, langkah strategis

yang perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten Karimun adalah dengan

bersentuhan denocan nproses

memberikan  pelatithan bagi ASN  yang bersentuhan ngan  proses

pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis akan

1. Masith  belum optimalnya kinerja ASN dalam penganggaran dan
pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan
Pemerintah Daerah Kabu
written and oral communication task proficiency, demonstrating effort,
maintaining personal discipline, facilitating peer and team performance dan
supervision/ leade hip. Hal ini terjadi karen

tentang penganggaran dan pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan

sosial dan masih ditemukan ASN yang berperilaku tidak baik dalam melayani

b

Adapun langkah strategis yang diambil Pemerintah Kabupaten Karimun dalam

rangka meningkatkan kinerja ASN dalam proses penganggaran dan

akuntabilitas laporan keuangan berdasarkan analisa Campbell adalah dengan

melakukan pembinaan dan memberikan pendidikan latihan bagi ASN yang

berkerja bersentuhan langsung dengan proses pelayanan. Dan menindak tegas
para ASN yang bermain dalam penganggaran dan pertanggungjawaban hibah

dan/atau bantuan sosial berupa sanksi tegas hingga bisa sampai ke langkah

i GiGaa.

108
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Adapun kesimpulan hasil penelitian evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Ang

0 oaran Pendanatan da
uan 1g  bersumber Anggaran Pendapatan da

Daerah yang telah dilakukan, maka penulis akan mengambil kesimpulan yaitu:

1. Masih belum adanya aturan yang baku tentang pemberian hibah dan bantuan

32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga tidak jelas

Aaﬂar nenarimaa lhﬂl’\ dar\/afgn l'\Qr\ 1nan Q(\Q‘ﬂl vana 1h£\r\()ﬁ9rl’9n ceafian
daftar penerima hibah dan/atan bantuan sosial yang dianggarkan setiap
tahunnya

2. Sedangkan langkah strategis yang diambil Pemerintah Kabupaten Karimun

12 ASN dalam proses nenoancoaran dan
a ASN dalam proses penganggoaran dan

pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial dalam upaya

akuntabilitas laporan keuangan sesuai dengan yang dimanatkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 dengan membuat peraturan
kepala daerah tentang daftar penerima hibah dan/atau bantuan sosial yang telah
disetujui penganggarannya.

Saran

Sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan. maka penulis akan

memberikan saran tentang belum optimalnya kinerja dalam penganggaran dan

berdasarkan evaluasi kinerja menurut Campbell yaitu:
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1. Perlu adanya usaha nyata dari Pemerintah Kabupaten Karimun dengan

mengoptimalkan pelaksanaan enam dan delapan dimensi model kinerja yang

roficiency, written and

dikemukakan Camnbell vaitu dimensi ;. proficiency,

mukakan Campbell yaitu dimensi job specific tasl

oral communication task proficiency, demonstrating cffort, maintaining

personal discipline, facilitating peer and team performance dan supervision/

memberikan  pendidikan dan latthan tentang  penganggaran dan

pertanggungjawaban hibah dan/atau bantuan sosial saja, namun juga aparatur

~
.
!

perlu diberikan bimbingan dan pelatihar
melayani masyarakat yang datang mengajukan proposal bantuan hibah

ataupun bantuan sosial.

[\
=
j8V]
=]

membuat peraturan kepala daerah tentang daftar penerima hibah dan/atau

bantuan sosial yang telah disetujui penganggarannya. Sehingga kedepannya
belania hibah dan/atau bantuan sosial lebih dapat dikontrol dimulai dari proses

penganggarannya hingga pelaporan penggunaan dana dimaksud. Namun, juga

perlu dibuat suatu keputusan kepala daerah yang mengatur tentang persyaratan
yang harus di penuh 1 penerim vah dan/a

acuan untuk mengajukan proposal hibah dan/atau bantuan sosial.

Sedangkan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah yaitu:
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Perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dari kepala daerah dalam

menempatkan orang yang memang memiliki kapasitas, kapabilitas dan

nertanoounoiawahan helania hibah
pertangoungiawaban belanja hibah

dan/atau bantuan sosial dalam upaya akuntabilitas laporan keuangan. Hal

tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan aturan yang harus dipatuhi setiap

peraturan Bupati tentang mekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban

belanja hibah dan/atau bantuan sosial.

kedepan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dalam

penganggaran dan pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial

dengan membuat tim monitoring atas pemberian belanja hibal 1 bantuan

sosial yang telah diberikan. Tim ini memantau penggunaan dana hibah dan

bantuan sosial yang telah diberikan apakah sudah dipergunakan sebagaimana

oleh penerima hibah dan bantuan sosial.
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Lampiran
PEDOMAN WAWANCARA

EVALUASI KINERJA DALAM PENGANGGARAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH DAN/ATAU
BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN KARIMUN
DALAM UPAYA AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN

Data Responden :

I. Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan job specific task proficiency yaitu ASN
yang memiliki keahlian tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Karimun sudah memadai dalam proses:

a. Penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengesahan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengawasan pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

P oao o

Pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?
Ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan?
Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas-tugas?

g ™
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2. Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan Non-job spesific task proficiency yaitu
ASN yang memiliki etika dan berperilaku baik dilingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Karimun sudah memadai dalam proses:

Penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengesahan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengawasan pelaksanaan anggaran belania hibah dan/atau bantuan sosial?

/e o o

Pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?
Ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan?
Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas-tugas?

@ -

..........................................................................................................................
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3. Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan written and oral communication lask
proficiency yaitu ASN yang harus mampu melakukan komunikasi efektif satu
dengan yang lain baik melalui tulisan maupun tulisan dan verbal maupun non
verbal sebagai prasarana yang mendukung kinerja individu dalam organisasi
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sudah memadai dalam
proses:

Penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengesahan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengawasan pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

e a6 o

Ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan?
Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas-tugas?

QQ

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
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4. Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan demonstrating effort yaitu ASN yang
memiliki motivasi keria dan komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan mereka
serta komitmen yang mereka buat sehubungan dengan kinerja mercka dengan
organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sudah
memadai dalam proses:

Penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengesahan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengawasan pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan?

me ae T

as
v
)
o)

¢sanaan taneoung iawab dan tugas-tnpas?
e o0 oJ e o o

..........................................................................................................................
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5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah penerapan maintaining personal discipline
yaitu perlakuan vang diberikan pada ASN vang berulang kali melakukan
perilaku negatif yang mengarah pada tindakan yang tidak produktif
sehubungan dengan Kkinerja mereka dilingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Karimun sudah memadai dalam proses:

Penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengesahan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengawasan pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

-0 a6 Fp

Ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan?

Pelaksanaan tangpgung jawab dan tugas-tugas?

0=
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6. Menurut Bapak/lbu, sudah memadaikah penerapan facilitating peer and team
performance yaitu efektivitas ASN dalam menyelesaikan pekerjaan dalam
kelompok rekannya bekerja dan memiliki sikap saling membantu dan
melengkapt dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dilingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam proses:

Penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengesahan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengawasan pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan?

Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas-tugas?

SR

oo



7. Menurut Bapak/Ibu, sudah memadatkah penerapan supervision/leadership

yaitu efektivitas perilaku pimpinan yang membantu ASN melaksanakan

metode kerja yang efisien dan berusaha untuk menampilkan kinerja yang baik
dalam proses pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam proses:
Penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengesahan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengawasan pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?
Pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?
Ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan?

/e ooe

g o

Pelaksanaan tanggung iawab dan tugas-tugas?

..........................................................................................................................
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8. Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan management and administration yaitu
efektivitas struktur dan kepengurusan organisasi dalam hubungannya dengan
kinerja ASN yang ada dalam bekerja serta adanya evaluasi yang dilakukan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dilingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Karimun sudah optimal dalam proses:

Penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengesahan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengawasan pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan?

Pelaksa

- e oo o oo

naan tanggung iawab dan tugas-tu
= twlel oJ o

e
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122

i Responden
/ No. Pertanyaan Yang menyaiakan Yang menyatakan Kalimat Kunci Informasi yang Diperoleh
[ sudah optirnal belum optimal

1 Menurut Bapak/lbu, apakah penerapan job | Pemerintah Daerah | Perilaku yang berhubungan | Perilaku yang berhubungan
specific task proficiency yaitu ASN yang Kabupaten Karimun | dengan tugas utama | dengan tugas utama sesecrang
memiliki keahlian tertentu dilingkungan belum menempatkan | seseorang  ASN  yang | ASN  yang  mensyaratkan
Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun orang-orang yang | memiliki keahlian tertentu | memiliki  keahlian  tertentu
sudah memadai dalam proses: memiliki keahlian belum sesuai dengan perannya
a. Penyusunan anggaran belanja hibah tertentu  sesuai pada dan belum optimal dalam

dan/atau bantuan sosial? tempatnya dan proses  penganggaran  dan
b. Pengesahan anggaran belanja hibah mempuryai perilaku pertanggungjawaban  belanja
dan/atau bantuan sosial? yang baik, dalam hal ini hibah dan/atau bantuan sosial
¢. Pelaksanaan anggaran belanja hibah menempatkan pada Sub dilingkungan Pemerintah
dan/atau bantuan sosial? Bagian Anggaran Daerah Kabupaten Karimun
d. Pengawasan pelaksanaan anggaran Bagian Keuangan
belanja hibai dan/atau bantuan sosial? orang-orang yang
e. Pengesahan  perhitungan  anggaran memang latar belakang
belanja hibah dan/atau bantuan sosial? pendidikannya Sarjana
f. Ketaatan pada peraturan dan Ekonomi dan
perundang-undangan? berperilaku baik dalam
g. Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas- pekerjaannya
| tugas?

2 | Menurut Bapak/ibu, apakah penerapan Non- | Bahwa seorang ASN Perilaku yang berhubungan | Perilaku yang berhubungan
Job spesific task proficiency yaitu ASN yang | harus mampu melakukan dengan tugas utama | dengan tugas utama seseorang
memiliki etika dan berperilaku  baik | komunikasi yang efektif seseorang ASN yang tidak | ASN yang tidak perlu memiliki
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten | khususnya secara verbal memiliki keahlian tertentu | keahlian tertentu sudah sesuai
Karimun sudah memadai dalam proses: kepada masyarakat yang dengan perannya dan sudah
a. Penyusunan anggaran belanja hibah | mengajukan belanja optimal dalam proses

dan/atau bantuan sosial? hibah dan bantuan sosial penganggaran dan
b. Pengesahan anggaran belanja hibah | agar  dapat  terbina ) pertanggungjawaban  belanja

dan/atau bantuan sosial? hubungan saling percaya | hibah dan/atau bantuan sosial
¢. Pelaksanaan anggaran belanja hibah | dan kerjasama yang baik dilingkungan Pemerintah

dan/atau bantuan sosial? dalam proses Daerah Kabupaten Karimun
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d. Pengawasan pelaksanaan
belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

e. Pengesahan  perhitungan  anggaran
belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

f.  Ketaatan pada peraturan dan
perundang-undangan?

g. Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas-
tugas?

anggaran I penyusunan

anggaran
belanja hibah dan/atau
bantuan sosial
dilingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten
Karimun

Menurut Bapald/Ibu, apakah penerapan

written and oral communication task

proficiency yaitu ASN yang harus mampu

melakukan komunikasi efektif satu dengan

yang lain baik melalui tulisan maupun

tulisan dan verbal maupun non-verbal

sebagai prasarana yang mendukung kinerja

individu dalam organisasi dilingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

sudah memadai dalam proses:

a. Penyusunan anggaran belanja hibah
dan/atau bantuan sosial?

b. Pengesahan anggaran belanja hibah
dan/atau bantuan sosial?

c. Pelaksanaan anggaran belanja hibah
dan/atau bantuan sosial?

d. Pengawasan pelaksanaan anggaran
belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

e. Pengesahan  perhitungan  anggaran
belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

f. Ketaatan pada peraturan dan

perundang-undangan?

Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas-

tugas”?

ac

Saya merasakan bahwa
ASN yang ada belum
mampu melakukan
komunikasi yang efektif
khususnya secara verbal

kepada masyarakat
yang mengajukan
belanja  hibah  dan
bantuan sosial  agar
dapat terbina hubungan
saling percaya dan

kerjasama yang baik.
ASN juga masih kurang
optimal berkomunikasi
secara tulisan pada saat
mendokumentasikan

proposal pengajuan
hibah  dan  bantuan
sosial agar ‘terjalin

kesinambungan
pengertian antara ASN
dengan masyarakat
dalam pemberian
pelayanan

Kemampuan ASN dalam
berkomunikasi satu dengan
yang lain baik melalui
lisan maupun tulisan dan
verbal maupun non-verbal

Tiap-tiap ASN masih belum
mampu melakukan komunikasi
satu dengan yang lain baik
melalui tulisan maupun verbal
sebagai prasarana yang
mendukung kinerja individu
dalam proses penganggaran
dan pertanggungjawaban
belanja hibah dan/atau bartuan
sosial dilingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Karimun
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Menurut Bapal/Ibu, apakah penerapan

demonstrating  effort  yaitu ASN  yang

memiliki motivasi kerja dan komitmen yang

tinggi terhadap pekerjaan mereka serta

komitmen yang mereka buat sehubungan

dengan kinerja mereka dengan organisasi

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Karimun sudah memadai dalam proses:

a. Penyusunan anggaran belanja hibah
dan/atau bantuan sosial?

b. Pengesahan anggaran belanja hibah
dan/atau bantuan sosial?

c. Pelaksanaan anggaran belanja hibah
dan/atau bantuan sosial?

d. Pengawasan pelaksanaan  anggaran
belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

e. Pengesahan  perhitungan  anggaran
belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

f.  Ketaatan pada peraturan dan
perundang-undangan?

g. Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas-

Perlu adanya komitmen
yang tinggi dari ASN
yang ada dalam bentuk
tindakan langsunz ASN

yang mencoba
memperlihatkan

seberapa kuat
keinginannya dalam

bekerja dan apa yang
mendorongnya  untuk
bekerja serta komitmen
yang  mereka  buat

sehubungan dengan
kinerja  mereka  di
Sekretariat Daerah

Kabupaten Karimun

komitmen mereka terhadap

Belum optimalnya pemberiaﬁ1
motivasi kepada ASN vyang
dibuktikan dengan komitmen
yang tinggi ASN dalam bekerja

tugas?
Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah Menurux Saya, | ASN yang berulang kali | Pemberian sangsi dan teguran
penerapan maintaining personal discipline tindakari-tindakan atau | melakukan perilaku negatif | terhadap ASN yang berperilaku

yaitu perlakvan yang diberikan pada ASN
yang berulang kali melakukan perilaku
negatif yang mengarah pada tindakan yang
tidak produktif sehubungan dengan kinerja
mereka dilingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Karimun sudah memadai dalam
proses:

kebijakan vang
ditetapkan  Sekretariat
Daerah Kabupaten
Karimun  sehubungan
dengan pelanggaran-
pelanggaran yang dibuat
ASN yang berimbas
pada penurunan kinerja,
adalah berupa
memberikan teguran

negatif masih belum optimal
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a. Penyusunan anggaran belanja hibah
dan/atau bantuan sosial?

b. Pengesahan anggaran belanja hibah
dan/atau bantuan sosial?

c. Pelaksanaan anggaran belanja hibah
dan/atau bantuan sosial?

d. Pengawasan pelaksanaan anggaran
belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

e. Pengesahan  perhitungan  anggaran
belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

f. Ketaatan  pada  peraturan dan
perundang-undangan?

g. Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas-
tugas?

baik secara lisan
maupun tulisan
tergantung tingkat
pelanggaran yang

dibuat, bahkan sampai
memotong  tumjangan
kesejahteraan pegawai
bersangkutan  apabila
kesalahan yang dibuat
sudah melebihi batas
toleransi

Menurut Bapak/lbu, sudah memadaikah

penerapan facilitating peer and team

performance yaitu efektivitas ASN dalam

menyelesaikan pekerjaan dalam kelompok

rekannya bekerja dan memiliki sikap saling

membantu  dan  melengkapi  dalam

menyelesaikan  tugas yang  diberikan

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Karimun dalam proses;

a. Penyusunan anggaran belanja hibah
dan/atau bantuan sosial?

b. Pengesahan anggaran belanja hibah
dan/atau bantuan sosial?

c. Pelaksanaan anggaran belanja hibah
dan/atau bantuan sosial?

d. Pengawasan pelaksanaan anggaran
belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

e. Pengesahan  perhitungan  anggaran
belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

Dalam  pemerintahan
harus terjalin kerjasama
antara  ASN  yang
didalamnya tidak ada
senioritas atau
junioritas. Sehingga
kelompok ini  akan
bersatu padu dan lebih
efektif untuk  saling

membantu dan
melengkapi dalam
menyelesaikan  tugas-
tugas yang

didelegasikan

Efektifitas ASN  dalam
menyelesaikan
pekerjaannya pada suatu
kelompok teman sepangkat
/ golongan ruang

Kerjasama antara ASN dalam
menyelesaikan pekerjaan
belum optimal
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f.  Ketaatan pada
perundang-undangan?

g. Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas-
tugas?

peraturarn dan

Menurut Bapak/Ibu, sudah memadaikah

penerapan  supervision/leadership  yaitu

efektivitas  perilaku  pimpinan  yang

membantu ASN melaksanakan metode kerja

yvang efisien dan  berusaha  untuk

menampilkan kinerja yang baik  dalam

proses pengawasan untuk mencapai tujuan

yang telah  ditetapkan  dilingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun

dalam proses:

a. Penyusunan anggaran belanja hibah
dan/atau bantuan sosial?

b. Pengesahan anggaran belanja hibah
dan/atau bantuan sosial?

¢. Pelaksanaan anggaran belanja hibah
dan/atau bantuan sosial?

d. Pengawasan pelaksanaan  anggaran
belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

e. Pengesahan  perhitungan  anggaran
belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

f.  Ketaatan pada peraturan dan

perundang-undangan?

Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas-

tugas?

0]

Saya yakin seorang
pemimpin  seharusnya
akan selalu membantu
staf nya untuk mencapai
tujuan yang  telah
ditetapkan, membantu
staf melaksanakan
metode  kerja  yang
efektif dan berusaha
untuk menampilkan
kinerja ~ yang  baik.
Apabila seorang
pemimpin  cenderung
otoriter dan mendesak
akan sangat membuat
bawahan kelelahan dan

mengalami  penurunan |

kinerja

Perilaku
dan proses pengawasan

kepemimpinan

Sikap pemimpin dalam
mengawasi bawahan dalam
menyelesaikan pekerjaan
otoriter dan belum optimal
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Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan

management and administration yaitu

efektivitas struktur dan kepengurusan

organisasi dalam hubungannya dengan

kinerja ASN yang ada dalam bekerja serta

adanya evaluasi yang dilakukan untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Karimun sudah optimal dalam proses:

a. Penyusunan anggaran belanja hibah
dan/atau bantuan sosial?

b. Pengesahan anggaran belanja hibah
dan/atau bantuan sosial?

¢. Pelaksanaan anggaran belanja hibah
dan/atau bantuan sosial?

d. Pengawasan pelaksanaan  anggaran
belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

e. Pengesahan  perhitungan  anggaran
belanja hibah dan/atau bantuan sosial?

f.  Ketaatan pada peraturan dan
perundang-undangan?

g. Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas-
tugas?

Saya melihat, dengan
adanya manajemen yang
baik dalam Sekretariat
Daerah Kabupaten
Karimun akan membuat
seluruh  ASN  tersebut
teratur dan mengetahui
tujuan mereka bekerja,
serta adanya evaluasi
yang dilakukan sebagai
kebijakan ~ manajemen
akan membuat seluruh
staf  melakukan yang
terbaik bagi Sekretariat
Daerah Kabupaten
Karimun

[

Struktur dan kepengurusan

organisasi dalam
hubungannya dengan
kinerja ASN

Struktur organisasi yang jelas
dan sudah optimal, sehingga
ASN bisa dengan baik bekerja
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